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KESEPAI{ATAI{ BERSAMA
ANTARA

USP

UNIVERSITAS SAFI}T PATT
DATII

PEffi PRTNTJIH T{AB{}PATEffi JEPARA

TENTANG
PELAKSIISTAAH TRI DHARIYIA, FERGURIIAtr{ ?ITTGGI

DI I{ABITPATE}T JEPARA

NotYIoR: I 741 MoU/ USP/H/ 2,U24
ls0M0r* ot/KsB/tr, I 20i?,4

Pada hari ini Senin tanggal Dua belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat tl2-a2-2a24), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

r" sttIRTolto : Rektor universitas salin pati, yang diangkat
berd.asarkan Surat Keputusan Ketua yayasan
Safin Bina Bangsa Nomor : A2ISK/TT-
YSBB/III I 2023 tanggal 15 Maret ZAZT dalam
jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas
narna Universitas Safin pati, berkedudukan d"i
Jalan Raya Pati - Tayu Km. 13 Ketanen Trangkil
Kabupaten Pati, selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

U. EDY SUPRIYAIITA : Penjabat Bupati Jepara, berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
1OO.2.1.3-1189 Tahun 2A2S hnggal 18 Mei Z02B
tentang Perpanjangan Masa Jabatan penjabat
Bupati Jepara Provinsi Jawa ?engah
berkedudukan di Jalan Kartini No. 1, Jepara,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut
PT}IAK KEDUA.

Berdeisarkan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun i95O tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Tengah (Berita
Negara Republik trndonesia Tahun I9SO Nornor 42);
Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2003 tentang Sistem Fendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28,
?arnbahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 43o1);
Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2A07 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2oos - Zozs {Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OAT Noriror 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a700);
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4. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2Ot2 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nornor 158,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repr"lblik Indonesia Tahun zAW Nomor 244,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara,n Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembara-n Negara

Republik Indonesia Nomor 5679'1;

6, Peraturan Pemerintah Nornor 17 Tahun 2O1O tentang Pengelolae.n dan
Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5105) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2O1O tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor LT Tahun 2O1O tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan {Len'rbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor
112, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2AL4 tentang Penyelenggaraan
trendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Reputrlik Indonesia Nomor 55OO);

8. Peraturan Femerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9V, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 62191;

9. Feraturan Pemerintah Nomor LZ Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AW
Nomor 42, Tambalran Lembararr Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Feraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nornor L4 Tahun 2014 tentang Kerja Sarna Perguruan Tinggi (Berita
Negara Repubtik Indonesia Tahun ZAH Nornor 253);

1 L. Feraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2AZA

tentang $tandar Nasional Pendidikan Tinggi {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2A2O Nomor 47);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nor*or 22 Tahun 2A2A tentang Tata
Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah
Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Fiepublik Indonesia Tahr.ln 2A2O

Nomor 371);

PX}{.&K KPSA"trU dan PIfXAK KE$IJA ryar]g src&ra ber*arna*sarna disebut PAK.A

PXHAK clan rneising-masing disehut P$HAK bersepakat untuk rnengikatkan diri
iJalarn suat.u Kesepa.katan Bersama Pelaksana;Ln Tri Dharma Ferguruan Tinggi
rli Kahupaten.-iF,lPAgtrq s{engan keteirtua.n dan syelrat - s}rartlt sebaga.i beriki-it :
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Fasal 1

SIAIffiUD I}AI{ TUJUAIT
(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mema::rfaatkan dan

mengembangkan sumber daya yang dimiliki otrekr PARA PII{AK daiam
peiaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Jepara.

(2) Tr-ljuan dari Kesepakatan Bersarna ini adalah untuk pengembangan
kompetensi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan
tenaga ahli, penyediaan sumber belajar, penyediaan fasilitas pendidikan
serta mennbina hubungan kelembagaan antara PIHAK KESATU dan
FIIIAK KED$A dalam melaksanakan fungsi Tri Dharrna Perguruan Tinggi
di tsidang Pendidikan, Peneli.tian, Pengabdian kepada Masyarakat dan
pengembangan ilmu pengetahltran, teknologi dan seni.

Pasal 2
OBYEK DAI{ RUAHG LINGKUP

{1) obyek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Tri
Ferguruan Tinggr di Kabupaten Jepara.

(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

a. Pendidikan;
b. Penelitian;
c. Pengabdian kepada rlasyarakat;
d. Kegiatan lain yang diperlukan; dan
e. Kegiatan lain yang disepakati PAR.A PIHAK.

Dharma

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian
Ke{asama dan menjadi bagran yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan
Bersama ini ;

(2) Perjanjian Kerja sama sebagairnana dimaksud pada ayat (1) , masing-
masing PIHAK dapat menunjr-rk Satuan Keda Perangkat Daerah atau
Pejabat terkait.

Pasa! 4
PEMBTAYAAH

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama
ini, bersurnber dari :

a. Anggaran Universitas Safin Pati;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara;
c. Dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan

Peraturan Pemndang-undangan.

Pasal 5
JANGITA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersanra ini berlaku untuk jangka waktr.r 5 (lima) tahun
terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIIIAK dan dapat diubah,

Su*,x KtrDUA PIHAK KESATU
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diperpanjang, atau diakhiri atas tan PJLRA PIHAK"



{2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, pihak yang akaa
memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada
pihak trainnya paling lambat 1 {satu} bulan sebelum Kesepakatan Bersama
ini berakhir atau diakhiri.

{3} Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batatr dengan sendirinya
apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan
pemerintah yang tidak memungkinkan berl"angsungnya Kesepakatan
Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu yang dimaksud pada
ayat (1)"

{a} Apabila pada saat Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diputuskan
rnasih terdapat hak-hak dan kewajiban yang telah timbul dan belum
dilaksanakan ldipenuhi oleh PARA PII{AK sampai dengan saat
pemutusan Kesepakatan Bersama ini akan tetap berlaku sarnpai dengan
seluruh hak-hak dan kewaj iban- kewaj i.ban tersebut dilaksanakan.

Pasal 5
KETENTUA$ PENUTUP

(1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK,
pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dibuat dalam rangkap
2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-rnasing mempunyai kekuatan
hukum yang sama.

(2) Kesepakatan Bersama ini mulai beriaku pada tanggal ditandatangani oleh
PARA PIHAK.

PNFTAK KEPI.IA KESATU

EDY SUPRIYAISTA

PriflK Ktrr.luA PIHAK KESATU
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